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A. Latar Belakang

Tanah mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan manusia,
karena tanah merupakan landasan utama dari semua kegiatan yang dilakukan, baik
perseorangan, sekelompok orang, suatu badan hukum maupun pemerintah pasti
menggunakan tanah. Seliain‘ itu,,tanah,juga berfungsi sebagai sumber kekayaan
karena tanah dan kandungannya bisa memberikan berbagai sumber pendapatan
bagi pemiliknya maupun mereka yang menguasai. Oleh sebab itu sebagian besar
dari kehidupan manusia tergantung pada tanah. Kebutuhan manusia terhadap tanah
merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan mutlak. Faktanya, sejarah
menunjukan bahwa kelangsungan hidup manusia baik sebagai individu maupun
sebagai makhluk sosial senantiasa memerlukan tanah untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya dengan cara melakukan hubungan dan memanfaatkan sumber daya
tanah. Tanah bagi kehidupan manusia dapat dinilai sebagai suatu harta yang
bersifat permanen, karena memberikan, kemantapan untuk dicadangkan bagi
kehidupan manusia dimasa yang akan datang.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan
konsekuensi bahwa hubungan antara manusia dengan tanah mutlak diperlukan
adanya penataan dan pengaturan yang lebih seksama, khususnya yang berkenaan

dengan penguasaan, peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaannya.*

! Ramli Zein, Hak Penggelolaan Dalam Undang-Undang Pokok Agraria, Rineka Cipta, Jakarta: 1995,
him. 2.



Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (UUPA), tanah merupakan permukaan bumi dan tubuh bumi
dan elemen yang sangat vital bagi bangsa Indonesia dalam rangka melaksanakan
pembangunan nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Kemajuan
pembangunan, perkembangan penduduk dan semakin derasnya arus globalisasi
menjadikan masalah pertanahan pada posisi yang semakin penting. Dengan
demikian masalah _pertanahan; -akan, smenyangkut berbagai macam aspek
diantaranya aspek politik, ekonomi, sosial dan pertahanan keamanan, yang harus
ditangani dengan penuh kehati-hatian dan kearifan.

Landasan pengelolaan pertanahan secara yuridis diatur dalam UUPA
sebagai penjabaran Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945),
yang berbunyi : “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.
Dengan demikian, istilah “dikuasai oleh negara” dalam Pasal 33 ayat (3) ini juga
mencangkup pengertian “dimiliki oleh negara” seperti memang dimikianlah
pengertiannya ketika pertama kali ketentuan, ini dirumuskan pada tahun 1945.2

Adapun arti dikuasai atau dalam penguasaan dapat dipakai dalam arti fisik
maupun dalam arti yuridis serta beraspek privat dan beraspek publik. Penguasaan
dalam arti yuridis adalah penguasaan yang dilandasi hak, yang dilindungi hukum
dan pada umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai

secara fisik tanah yang menjadi haknya.

2 Jimly Asshiddigie, Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Sinar Grafika,Jakarta: 2013, him. 142.



Undang-Undang Pokok Agraria sebagai sebutan dari Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 disusun berdasarkan pedoman pada Pancasila sebagai dasar
kerokhhanian dan merupakan azas hukum agraria yang bersifat khusus dan telah
diterjemahkan dalam pasal-pasal Undang Undang Pokok Agraria.® Pada era baru
yang dikatakan sebagai zaman reformasi layaknya saat ini terdapat kecenderungan
tanah dianggap sebagai komoditas dan lebih banyak dimanfaatkan untuk
mendukung investasi sekala.besar -sedangkan.fungsi sosisal tanah dan peranannya
sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat jauh dilupakan,
sehingga mengakibatkan rakyat golongan ekonomi lemah merasa diperlakukan
kurang adil dalam penguasaan, dan penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Dalam memanfaatkan dan penguasaan tanah saat ini dapat diartikan
menjadi dua bagian yakni, penguasaan dalam artian fisik dan dalam artian yuridis.
Penguasaan secara yuridis dilandasi hak yang dilindungi oleh hukum dan
umumnya memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai
secara fisik tanah yang dikehendaki.® Sehubungan dengan pemanfaatan dan
penguasaan tanah Aset PT. Kereta Api, Indonesia (Persero) (PT. KAI),
pemanfaatan tersebut memiliki tujuan untuk dipergunakan dalam rangka
pengembangan potensi dan peningkatan peranan perkeretaapian dengan sarana

prasara dan fasilitas penunjang.

* Imam Sutiknjo, Politik Hukum Agraria, Gajah Mada University Press, Jogjakarta: 2000, him. 35.
* Boedi Harsono, Hukum Agraria di Indonesia Sejarah Pembentukannya Undang-Undang Pokok
Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta : 2003, him 23.



Dewasa ini banyak terdapat permasalahan pemanfaatan tanah negara
termasuk tanah aset PT. KAI yang dimanfaatkan oleh Badan/Perorangan (pihak
ketiga), baik dengan cara legal maupun ilegal. Kondisi demikian terjadi karena
belum dipahaminya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang
pemanfaatan dan status tanah PT. KAI sebagai tanah Negara.

Saat ini masih banyak terdapat pemanfaatan tanah Aset PT. Kereta Api
yang tidak difungsikan sesuai dengan peruntukannya dan juga tidak dipergunakan
untuk penunjang pelaksaan kegiatan perkeretaapian. Berdasarkan data yang
diperoleh dari Bagian Aset PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regiona 1l
Sumatera Barat (PT. KAI Divre Il Sumbar) mempunyai aset tetap berupa tanah
seluas 9.760.793 M2, dari keseluruhan lahan yang dikuasai tersebut baru 957.206
atau sekitar 9,81% yang sudah didaftarkan atau telah memiliki satatus hak menurut
hukum pertanahan Nasional, sedangkan sisanya masih dalam bentuk grondkaart.”

Ditinjau dari segi pemanfaatan aset tanah PT. KAI diseluruh Indonesia
dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu pemanfaatan dalam rangka penunjang
kegiatan  perkeretaapian dan . pemanfaatan  diluar ~penunjang kegiatan
perkeretaapian. Artinya, pemanfaatan dalam rangka penunjung kegiatan
perkeretaapian bila aset tanah digunakan dan dimanfaatkan dalam mencapai
tujuan penyelenggaraan kegiatan perkeretaapian , dan pemanfaatan diluar kegiatan

perkeretaapian berarti aset tanah tersebut sudah tidak digunakan lagi sebagaimana

% Sejenis peta tanah, hasil pengukuran dan pemetaan yang dibuat untuk keperluaan Staats Sporwegwen
(Perusahaan Kereta Api Negara). Lihat PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT. Kereta Api
Indonesia (Persero) dan Dasrin Zen, Tanah Kereta Api, (Suatu Tinjauan Historis, Hukum
Agraria/Pertanahan dan Hukum Pembendaharaan Negara), Bandung, 2000, him.38.



peruntukan semula. Saat ini masih terdapat tanah aset dari PT. KAI yang tidak
difungsikan atau non aktif.®

Apabila mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor.
96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan,
Penghapuasan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara. Pasal 2 ayat (1) dan
(2) menyatakan bahawa: “Penggunaan Barang Milik Negara oleh Pengguna
Barang dan Kuasa Pengguna Barang dibatasi:hanya untuk penyelenggaraan tugas
pokok dan fungsi kementerian negara/lembaga”. Selanjunya ayat (2) menyatakan :
“Tanah dan /atau bangunan yang tidak digunakan lagi sesuai tugas pokok dan
fungsi Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang wajib diserahkan kembali
kepada Pengelola barang”. Pengelola barang dalam hal ini adalah Menteri
Keuangan, sebagai Bendahara Umum Negara. Jika dilihat tanah-tanah Negara
yang saat ini tidak diperuntukan sebagaimana mestinya, maka secara hukum
haruslah jatuh ke Negara dan berstatus sebagai tanah Negara. Sepanjang aset tanah
PT. KAI dimanfaatkan dan untuk kepentingan serta penunjang kegiatan
perkeretaapian, PT. KAI wajib.mengkelola aset tenah tersebut dengan sebaik-
baiknya.

Terkait dengan konversi hak penguasaan tanah negara dilakukan menurut
ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965 jo Peraturan
Menteri Agraria No. 1 Tahun 1966, yang mana dalam Hak Penguasaan tanah PT.

KAI apabila dikuasai oleh badan/instansi pemerintah, dikonversi menjadi Hak

® PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan Dasrin Zen, Tanah Kereta Api, (Suatu Tinjauan Historis,
Hukum Agraria/Pertanahan dan Hukum Pembendaharaan Negara), Bandung, 2000, him. 3



Pakai, apabila digunakan untuk kepentingan sendri dikonversi menjadi hak
pengelolaan, apabila di samping digunakan untuk kepentingan sendiri,
dimaksudkan juga untuk diberikan kepada masyarakat.”

Dalam pemberian hak atas tanah kepada pihak ketiga menurut Peraturan
Menteri Negara Agraria No. 9 Tahun 1999 tentang Ketentuan-Ketentuan Tata
Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Pengelolaannya,
tetap harus mendapatkan persetujuanidari Menteri Keuangan sebagai pengelolaan
kekayaan negara. Dapat pula ditegaskan bahwa pengurusan tanah-tanah negara,
yang merupakan kekayaan negara secara yuridis administratif penguasaannya
berada bawah wewenang Kepala Badan Pertanahan Nasional, sedangkan secara
fisik penggunaannya berada di bawah pengurusan suatu departemen/ lembaga
yang memerlukan koordinasi dalam penanganannya.®

Pada dasarnya tanah dan bangunan PT. KAI harus dipelihara baik secara
fisik maupun segi yuridisnya. Dalam artian dipelihara fisiknya yaitu tentang
pengelolaan atas tanah aset PT. KAI berkaitan dengan pemeliharaannya sebagai
wujud bahwa tanah tersebut berada dalam,penguasaan PT. KAI. Pemeliharaan dari

segi yuridis yaitu terjamin kepastian hukumnya, baik subjek maupun objeknya.

" Fitri Adi Nugroho, Studi Penguasaan Tanah PT. Kereta Api (Persero) di Provinsi Jawa Tengah,
Jogjakarta: STPN Skripsi, 2004, him. 2. Lihat Mhd. Afandi, Tesis, Penataan Tanah Asset PT. Kereta
Api Indonesia (Persero) Divisi Regiona Il Sumatera Barat, Padang : Unand, 2012, him. 5.

8 Maria S. W. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan : Antara Regulasi dan Implementasi, Jakarta :
Kompas, 2016, him. 6



Berdasarkan hal tersebut di atas, banyak terdapat pemanfaatan tanah aset
PT. KAI khususnya PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regiona I
Sumatera Barat (PT. KAI Divre 1l Sumbar) yang belum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, sehingga memicu timbulnya permasalahan.
Hendaknya dalam persoalan ini PT. KAI, BPN, dan Pemerintahan Daerah maupun
masyarakat dapat mewujudkan ketertiban dan pemanfaatan tata kelola tanah
dengan baik.

Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, Penulis membatasi masalah pada
perencanaan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah aset PT. KAI Divre
Il Sumbar. Fokus penelitian adalah pemanfaatan tanah aset PT. KAI Divre Il

Sumbar oleh pihak ketiga.

. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang akan dikaji dalam tesis ini
adalah sebagai berikut:
a. Bagaimanakah bentuk dan pelaksanaan pemanfaatan tanah aset PT. KAI oleh
pihak ketiga menurut peraturan perundang-undangan?
b. Mengapa PT. KAl memberikan pemanfaatan tanah aset PT. KAI untuk
kegiatan di luar perkeretaapian?
c. Bagaimana keabsahan perbuatan hukum dalam pemanfaatan tanah aset PT. KAI

untuk kegiatan di luar Perkeretaapian?



C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan pokok permasalahan yang diuraikan di atas, penelitian ini

bertujuan sebagai berikut :

a. Ingin mengetahui bagaimana bentuk dan pelaksanaan pemanfaatan tanah aset
PT. KAI oleh pihak ketiga menurut peraturan perundang-undangan.

b. Ingin mengetahui mengapa PT. KAl memberikan pemanfaatan tanah aset
Perkeretaapian untuk kegiatan.di luar perkeretaapian.

c. Ingin mengetahui bagaimana keabsahan perbuatan hukum dalam pemanfaatan
tanah aset PT. KAI untuk kegiatan di luar Perkeretaapian.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis,

yaitu:

a. Secara teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam
rangka pembangunan dan atau perkembangan hukum pada umumnya dan
khususnya _hukum pertanahan  berkaitan, dengan pemanfaatan tanah-tanah
Negara khususnya tanah aset PT. KA.

b. Secara Praktis
Hasil penelitian ini dapat membantu memecahkan dan mengantisipasi
permasalahan yang terjadi, serta memberikan masukan dan rumusan bagi
berbagai pihak dalam pemanfaatan tanah Negara oleh pihak ketiga, dalam hal
ini terkhusus untuk pelaksanaan dalam pemanfaatan tanah aset PT. KAI Divre

Il Sumbar.



